BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat
menyimpulkan beberapa hal di antaranya sebagai berikut :
1. Analisis wanprestasi terhadap perjanjian asuransi syariah di PT. Allianz
Life Gorontalo
Ketentuan-ketentuan dalam polis asuransi syariah yaitu akad wakalah bilujrah
sudah sangat jelas mengatakan bahwa peserta (nasabah) wajib membayar kontribusi
(premi) sesuai dengan data polis sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, jika
kontribusi berkalalanjut belum lunas dibayar pada tanggal jatuh tempo maka
pengelola memberikan keleluasaan waktu kepada peserta selama 45 hari sejak
tanggal jatuh tempo yang terakhir untuk melunasi kontribusi tersebut, akan tetapi
masih ada beberapa nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap hak dan
kewajiban mereka untuk membayar kontribusi setiap bulan walaupun pengelola
sudah memberikan keleluasaan waktu untuk melunasi kontribusi tersebut dan
nasabah melakukan protes atau menuntut agar pihak perusahaan asuransi
membayarkan klaim mereka.
2. Faktor faktor penyebab terjadinya wanprestasi terhadap pelaksanaan
asuransi syariah serta akibat hukumnya
Faktor — faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah :
1. Faktor ekonomi keluarga

2. Faktor kurangnya pengetahuan tentang asuransi
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Penyelesaian wanprestasi atau akibat hukum

Proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi dilakukan secara damai

(musyawarah), karena segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan perjanjian

telah diatur secara rinci dalam polis.

5.2. Saran

1.

Bagi pihak Asuransi Syariah Di Pt. Allianz Life Gorontalo, untuk
menghindari atau mengurangi terjadinya kasus wanprestasi dalam setiap
perjanjian asuransi maka harus lebih meningkatkan komunikasi dengan
peserta asuransi.

Bagi peserta asuransi untuk lebih memperhatikan kewajibanya dalam
membayar premi asuransi, sehingga kasus wanprestasi dapat

diminimalisir.

3. Antara pihak asuransi dengan peserta asuransi lebih meningkatkan rasa

kekeluargaan dan persaudaraan di antara mereka sehingga dapat

terwujud kerjasama yang sehat dan kuat.
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